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INTISARI

Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional sebagai satu-satunya lembaga
pendidikan tinggi di bawah naungan BPN merupakan tempat penempaan dan
pengembangan sumber daya manusia di lingkungan BPN. Berdiri sejak tahun
1993, dalam rentang waktu 9 tahun perjalanannya, ternyata masih banyak
mendapat kritikan. Salah satunya adalah mengenai alumni STPN yang dianggap
masih belum mampu melaksanakan tugas. Ada 2 faktor yang mempengaruhi
kualitas alumni, yaitu mahasiswa dan proses pendidikan. Proses pendidikan terdin
dari beberapa hal salah satunya adalah kurikulum. Berdasarkan pada hal tersebut
penulis tertarik untuk mengkaji kurikulum Diploma IV STPN dalam kaitannya
dengan tuntutan kedinasan dan pelaksanaan tugas alumni di Kantor Pertanahan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian
Kurikulum Diploma IV Pertanahan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional
Yogyakarta dengan tuntutan kedinasan dan kesesuaian dengan pelaksanaan tugas
di Kantor Pertanahan.

Dalam menjelaskan fenomena di atas, digunakan metode penelitian
kualitatif dengan teknik observasi partisipasi dalam menjaring informasi.
Informasi utama dikoleksi dari individu-individu yang secara langsung berusaha
untuk menerapkan ilmu yang didapat, sesuai dengan kurikulum, dalam hal ini
alumni STPN yang bertugas di Kantor Pertanahan. Sedangkan informasi
tambahan digali dari atasan langsung dan rekan sekerja serta unsur-unsur lain
dengan menggunakan teknik bola salju dalam penjaringannya.

Data yang dihasilkan adalah data primer berupa transkrip wawancara
yang memperlihatkan bahwa masih ada kelemahan-kelemahan disamping
kelebihan dari kurikulum D IV Pertanahan STPN Yogyakarta. Hasil analisa data
primer tersebut, didukung dengan hasil analisa kurikulum secara normatif.

Penelitian ini pada akhimya menghasilkan 2 kesimpulan yaitu : pertama,
kurikulum Diploma IV sudah mampu mengakomodasi tuntutan kedinasan namun
masih tetap harus dilakukan pembenahan. Kedua, kurikulum Diploma IV
Pertanahan belum mampu sepenuhnya menunjang pelaksanaan tugas di Kantor
Pertanahan.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebutuhan akan sumber daya manusia yang berkualitas sudah

menambah ke segala bidang, termasuk bidang pertanahan. Tugas-tugas

dibidang pertanahan dilaksanakan oleh Kantor-kantor Pertanahan diseluruh

wilayah Indonesia dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat baik pelayanan

teknis maupun pelayanan non teknis.

Tugas-tugas dibidang pertanahan bukanlah suatu tugas yang ringan. Hasil dari

pelayanan, baik secara teknis maupun non teknis, harus bisa diandalkan.

Diandalkan disini maksudnya adalah dalam tertib kelakuan dan perlakuan

hukum. Bahkan salah satu produk Kantor Pertanahan, yaitu sertifikat,

merupakan produk yang berkekuatan hukum dalam hal pembuktian, baik

dalam tindakan sehari-hari maupun saat terjadi sengketa.

Mengingat beratnya beban tugas di bidang pertanahan, agar semua

dapat berjalan diatas relnya, dibutuhkan tenaga-tenaga ahli dan profesional

yang mampu menangani dan mengelola tugas tersebut. Tenaga ahli dan

profesional yang dimaksud disini adalah tenaga yang mempunyai kecakapan,

kemahiran dan keterampilan untuk membina, mengembangkan dan atau

melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan pengaturan penggunaan

tanah, pengaturan penataan kembali penguasaan dan pemilikan tanah serta



pendidikan dan latihan dibidang pertanahan yang mendasar, menyeluruh dan

mempunyai cakrawala pemikiran jauh ke depan, bukan sekedar untuk

memenuhi kebutuhan sejenak.

Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional adalah salah satu tempat untuk menempa

dan meningkatkan mutu serta kualitas sumber daya manusia dilingkungan

Badan Pertanahan Nasional. Sebagai salah satu-satunya Lembaga Pendidikan

Tinggi Kedinasan di lingkungan Badan Pertanahan Nasional, sesuai Keppres

No. 25/1993, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional berusaha untuk menjawab

tantangan tersebut dengan melahirkan tenaga-tenaga terdidik di bidang

Pertanahan.

Namun ternyata, ketika tenaga-tenaga tersebut diturunkan di lapangan,

banyak sekali sorotan-sorotan yang diarahkan kepada mereka. Salah satunya

adalah kekurang handalan mereka dalam menjalankan tugas. Komentar ini,

tentu saja mengundang rasa ingin tabu yang besar, terutama dari pihak

Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) dan juga pihak lain yang terkait,

dalam hal ini adalah Pusat Penelitian dan Pengembangan Badan Pertanahan

Nasional (BPN).

Berawal dari hal tersebut, pada tahun 1998, Puslitbang Badan

Pertanahan Nasional (BPN) mengadakan suatu penelitian terhadap alumni

Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) yang bertugas di PAP untuk

membuktikan kebenaran pendapat itu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa :



1. Kinerjalulusan STPN tidak jauh berbeda dengannon STPN.

2. Beberapa kelemahan yang menonjol dari lulusan STPN, yang bekerja di

PAP, terlihat pada kegiatan pengumpulan data awal, komunikasi dengan

masyarakat, dan pengisian blanko DI-201. Pada beberapa responden juga

dijumpai kelemahan pada pembuatan SK Hak Atas Tanah dan Pembuatan

Laporan Akhir. Dari kelemahan-kelemahan tersebut dapat ditelusuri

sumber masalahnya, yang mungkin terdapat dalam Sistem Pendidikan di

STPN, tapi mungkin juga luarnya.

3. Dibandingkan dengan tenaga S-l baru atau tenaga lama bukan Sarjana,

lulusan STPN juga mempunyai beberapa kelebihan dalam kinerjanya,

misalnya dalam teori-teori ilmu pertanahan (MKK).

Dari hasil penelitian tersebut, nampak bahwa masih ada kelemahan

alumni STPN dalam menjalankan tugas yang dibebankan. Hal itu merupakan

salah satu indikasi bahwa ternyata kualitas alumni belum sesuai dengan yang

diharapkan oleh pihak-pihak yang berkompeten.

Untuk itulah, maka peneliti tertarik untuk menindaklanjuti penelitian tersebut,

dengan meneliti kurikulum Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN).

Sebagaimana layaknya suatu institusi pendidikan lain, Sekolah Tinggi

Pertanahan Nasional juga memiliki kurikulum yang sudah disusun sedemikian

rupa sehingga diharapkan mampu menjadi pijakan dalam proses perkuliahan.

Selama ini, penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Sekolah Tinggi

Pertanahan Nasional dalam rangka penulisan skripsi masih berkisar mengenai



Penguasaan Tanah. Darihasil penelitian mereka, hambatan dalam pelaksanaan

tugas adalah faktor sumberdayamanusianya yangkurang memadai.

Melihathal yang demikian, penulis sebagai bagiandari Sekolah Tinggi

Pertanahan Nasional, tergerak untukberusaha mengenali potensi yangdimiliki

oleh Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, yaitu di bidang kurikulum, guna

membukajalan bagi optimalisasi fungsi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

dimasa depan. Berangkat dari alasan itulah, maka penulis tertarik untuk

mengajukan suatu usulan penelitian tentang:

"KAJIAN MENGENAI KURIKULUM PROGRAM DIPLOMA IV

PERTANAHAN SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL

YOGYAKARTA".

B. Perumusan Masalah

Sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya, salah satu

upaya untuk meningkatkan kualitas dan mengembangkan potensi diri adalah

dengan mengenali kemampuan dan keterbatasan diri, yaitu dengan mengenali

kekuatan (Strength), kelemahan (Weakness), Kesempatan (Opportunities), dan

Ancaman (Threat).

Untuk mengetahui apakah kurikulum yang ada sekarang merupakan salah satu

unsur kekuatan atau unsur kekurangan, kita perlu meneliti dan mengkajinya

lebih lanjut.



Rumusan permasalahan itu dapat diperinci menjadi:

1. Apakah Kurikulum Program Diploma IV Pertanahan Sekolah Tinggi

Pertanahan Nasional sesuai dengan kebutuhan kedinasan di Badan

Pertanahan Nasional ?

2. Bagaimanakah relevansi kurikulum Program Diploma IV Sekolah Tinggi

Pertanahan Nasional Yogyakarta terhadap pelaksanaan tugas-tugas di

Kantor Pertanahan.

C. Pembatasan Masalah

Kalau masalah sudah diperoleh perlu ditentukan ruang lingkupnya. Hal

ini penting sekali supayapeneliti jangan terjerumus dalam sekian banyak data

yang ingin diteliti (Koentjaranmgrat, 1983 : 28).

1. Kurikulum Diploma IV Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta

pada tahun 1997.

2. Penelitian dilakukan pada kesesuaian kurikulum Sekolah Tinggi

Pertanahan Nasional dengan fungsi dan peranan Badan Pertanahan

Nasional sejak tahun 1998.

3. Penelitian mengenai relevansi kurikulum Sekolah Tinggi Pertanahan

Nasional dengan pelaksanaan fungsi dan tugas Badan Pertanahan Nasional

sejak tahun 1998.



D. Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk:

a. Mengetahui bagaimana kurikulum program Diploma IV Pertanahan

Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta.

b. Mengetahui kesesuaian antara kurikulum dengan kebutuhan

kedinasan di Badan Pertanahan Nasional.

2. Kegunaan dari penelitian ini adalah adanya suatu harapan bahwa hasil

penelitian ini:

a. Bisa menjadi sarana bagi seluruh civitas akademika Sekolah Tinggi

Pertanahan Nasional untuk lebih mengenai Sekolah Tinggi

Pertanahan Nasional itu sendiri.

b. Sebagai masukan dalam pengembangan kurikulum Diploma IV

Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional selanjutnya.

c. Sebagai pelopor dalam rangka penelitian lanjutan.
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BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kesesuaian Kurikulum dengan tuntutan kedinasan

Melihat hasil penelitian dimana sebetulnya STPN punya potensi

untuk bisa di kembangkan sebagai pusat informasi pertanahan,hal im

tercermin dari komposisi yang terdapat di dalam Kurikulum Diploma

IV Pertanahan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, bisa dikatakan

kurikulum kita sudah sesuai. Dikatakan sesuai, karena sudah mampu

mengakomodasi sebagian besar fungsi-fungsi Badan Pertanahan secara

normatif Dari 145 SKS sebagian besar sudah mampu menjawab

tuntutan kedinasan.

Namun sayangnya unsur-unsur lain dari kurikulum belum bisa

mendukung pelaksanaannya secara konsisten. Prosentase sebesar im

belum berimbang dalam proporsinya. Masih terdapat konsentrasi mata

kuliah pada beberapa fungsi yaitu :

a. Fungsi perumusan dan penetapan kebijakan pengendalian

pertanahan dan pemberdayaan masyarakat di bidang pertanahan

serta pembuatan peta dasar pendaftaran tanah, sebanyak 24 SKS
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2. Kesesuaian Kunkulum dengan pelaksanaan tugas

Salah satu indikasi kesesuaian kurikulum dengan pelaksanaan

tugas adalah kemampuan kerja alumni dalam menyelesaikan tugas

yang dibebankan. Selain pujian akan kelebihan alumni dalam

melaksanakan tugas, ternyata masih terdapat keluhan, baik dari alumni

maupun rekan sekeija atas kinerja tersebut berkaitan dengan minimnya

bekal pengetahuan suatu bidang tugas.

Alumni STPN banyak menuai pujian di bidang mgas teknis

yaitu dalam hal pengukuran di lapang, penggambaran, pembuatan peta,

revisi peta dan pengisian daftar isian. Juga untuk hal-hal seperti

pengetikan surat dinas, pembuatan laporan bulanan dan pelaksanaan

mgas lapang.

Sedangkan unmk hal-hal yang masih mendapat keluhan adalah

kurangnya kemampuan dan pengetahuan alumni dalam bidang :

1. Pembuatan konsep surat keputusan

2. Penyuluhan kepada masyarakat

3. Pengelolaan arsip, ATK, warkah dan sertipikat

4. Pembuatan telaah staff dan prosedur beracara di Pengadilan.

B. Saran
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semuanya memerlukan proses. Untuk itu ada baiknya, kalau perbaikan im

dilakukan dari sedikit dan bertahap. Yang bisa disarankan unmk

pembenahan adalah sebagai berikut:

1. Sudah saatnya STPN menyiapkan diri, melepaskan selubung birokrasi

dan berdiri secara mandiri dengan diberi otonomi seluas-luasnya

sebagai suatu lembaga akademik unmk memajukan diri.

2. Sekarang adalah saat yang tepat unmk membenahi kurilukum D IV

sebelum semuanya menjadi terlambat. Adapun pembenahan

kurikulum im dapat dimulai dengan :

a. Menyeimbangkan proporsi mata kuliah

b. Memasukkan materi-materi yang terkait dengan fungsi

pengelolaan dan pengorganisasian serta tata laksana dalam SAP

dan Silabus

c. Memperdalam pemberian materi untuk mata kuliah Manajemen

Perkantoran, Manajemen Pertanahan, Administrasi Pembangunan,

Manajemen Proyek dan Kualitas.

d. Memperbesar porsi praktek untuk beberapa mata kuliah yaitu

Mata Kuliah Pengaturan Penguasaan Tanah di Indonesia,

Penyelesaian Sengketa Pertanahan, Kegiatan Pendaftaran Tanah

Pertama Kali, dan Kegiatan Pemeliharaan Data Pendaftaran
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e. Menata ulang sistem yang ada sehingga bisa kembali kepada visi

dan misi STPN sebagaimana tercantum dalam Keputusan KBPN

No.3 Tahun 1995 tentang Statuta STPN.
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